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JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

. Bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan Global untuk

mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan penyelenggaraan
birokrasi yang bersifat melayani. Oleh karena itu mata rantai Birokrasi
dalam pelaksanaan penyelesaian administrasi Pencegahan - dan
Penangkalan yang berbelit-belit didalam rentang waktu yang relatif lama
harus ditinggalkan dan diganti dengan prinsip Pelayanana Prima, cepat,
tepat serta tuntas dan tidak berbelit-belit penyelesaian administrasinya
yang tidak terlalu lama.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu membentuk Peraturan Jaksa Agung RI tentang Ketentuan
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Agung untuk melakukan
Pencegahan dan Penangkalan.

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 31 Maret 1992 tentang

Keimigrasian;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tanggal
14 Oktober 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan
Penangkalan;

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 'tentang_
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-

558/A/J.A/12/2003 tanggal 17 Desember 2003 tentang Perubahan atas
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-
225/A/3.A/05/2003 tanggal 5 Mei 2003 tentang Perubahan atas Keputusan
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-1 15/1.A/10/1999 tanggal
20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia; |

Ketentuan Peralihan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 11 ayat (1) huruf ¢ dan
Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian.
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| Menetapkan e

’ D'tlam Peraturan J aksa Agung Republlk Indonema yang dlmaksud dengan

’Pencegahan ‘adalah larangan yang bérsifat sementara terhadap orang—orang tertentu untuk
. keluar. dari wilayah Indonesm berdasarkan alasdn tertentu _ R e

e

" untuk.masulk ke W1l'1yah Indonesm be1dasarkan alasan tertentu

'_-Jaksa adahh Pe_]abat Fungsmnal yang dlbeu wewenang oleh Undang-Undang untuki,;.
" 'bertindak: sebaga1 Penuntut Umum dalam pelaksanaan ] "PutusanPengadilan yang telah

"Undang
- (6) -

I\/IEMUTUSKAN

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG",

. _KETENTUAN PELAKSANAAN TUGAS DAN: WEWENANG JAKSA: |

- . "AGUNG. REPUBLIK - - INDONESIA-, | UNTUK ‘MELAK '(AN
o ._-.;PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

L BAB [
KETENTUAN UMUM
Pasall '

Penangkalan adalah larangan yang ‘bersifat semcntara tcrhadap orang-orang e rtentu'

mendapat kekuatan hukum tetap serta wewenang Jain berdasarkan Undang—Undang

1 aksa Agung adalah P1mp1nan dan Pemnggung] awab, tert1ngg1 KeJ aksaan_ y'mgf
dan mengend’mhk‘m pelaksanaan tugas dan” Wewenang Kej aksaan g

Kelaksaan Repubhk Ind011e51a adalab Lcmbag'l Pemcrmtahan.yang melalp
kekuasa'm Negara d1b1d1r1g Penuntutan serta, kewcnangan hm -berdasarkan Undang-

A\.ejaksaan dalam melaksanakan kekuasaannya adalah satu dan tldak terplsahkan b

- BABI  ~ - . . :-'..

_ TUGAS DAN WEWENANG JAKSA TAKSA AGUNG T

DALAM PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN
Pasal 2 ‘- : :

J aksa Agung mcmpunyal tugas dan wewenang mencegah atau menangkal 01ang-orang-
tertentu untuk masuk atau ‘keluar wilayah Indonesia Karena keterhbatannya dalarn

.. 'perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang—undangan SRR e

@)

SROE

.- - .dikehakan’ terhadap 01ang Asing,. sebagannana dlmaksud “Pasal- 17

Pencegah'm orang teltentu karéna- keterlibatannya dalam perkara p1dana dapat
- dikenakan te1hadap Warga Negara Indonesn dan Onng Asmg : T

Pcmngkalan orang-orang_tet tentu karena. keterhbatannya dalam perkara plda1 Anya
nddng: nda

' Nomor 9 Tahun 1992.

Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut dllakukan oleh J aks.a Agung Muda
.' dengan pexsetUJuan Jaksa Agung S : TN T e
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- b. -Instansi lam oleh pe_] abat yang setmgkat sebagalmana dlmaksud dalam huruf; a:
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Permohonan pencegahan memuat
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e Keputusan pe

'yang menangam keterhbatan orang-01ang tertentu dalam suatu perkara pldana

: '?Pcrmohonan sebagalmana dlmaksud Pasal 3 dlamkan
' ﬂ"g;"_ > Instansi Kej aksaan oleh Jaksa Agung Muda IntehJ en'..]aksa Agung Muda;

~(2) x .Tembusan permohonan sebagalmana dlmaksud dalaimn. ayat (1) dlsampalkan l(cpada

. Jaksd, Agung Muda- Intehjen untuk selanjutnya d1koord1r1as1kan dengan Jaksa Agung

Pasal 3

ncegahan dan penangkalan termasul pcnangguhan ataupun pencabutan

dlterbxtkan berdasarkan permtah atau petun]uk Jaksa Agung atas pcrmohonan mstansr-_;_ s

Peunohonan se‘oagaun"tm ‘dim

aksud-dalam: '1yat (1) d1sampall<an secara tertuhs kepad
Jaksa Agung e S ,

Pasal 4

- Pldana Umum, Jaksa Agung Muda deak Pldana Khusus dan Kepala Ke] aksaa )
- Tinggf; -

Muda yang terka1t R _
~Ketentuan ‘dalam ayat (2) ti'da'l-{- berlakw épabiizi’bef_mc)hd_h_‘arj _d'i'ajiﬂgan '61'6},_1;] al(saAgung
.Mudfllnteluen ' S e e

| . BAB 111 | ,

SYARAT PENCEGAHAN DAN PENANGI(.ALAN i
e _ Baglan Pertama .
Pasal s

Idelltlt'ls orang’ yang akan dlkenakan penceg‘lhan yang mehpun nama 'lengkwp jénis;
Kelamin, tempat dan tanggal lah1r/umur status perkawman, pekeL_]'lan alalnat"rumah

" dan kantor;, nomor kartu penduduk serta nomor paspo1 TR A

Alasan penccgahan, : . :
Tu1u11an/reka1nan ‘Surat- Permtah Penyehdﬂc'm dan atflu resume hasﬂ penyehdlkan
dalam hal pe1rn0h0nan pencegahfm diajukan pada tahap penyelldlkan R

Turunan/rekaman Surat Perintah Penyidikan dan atdu resume has11 peny1d1ka
- hal permohonan pencegahan didjukan pada tahap penyldlkan NE
Resume perkara dan ataw surat tuntutan dalam hal peunohonan pencegahan dlajukan ey
pada atau sesudah- tahap penuntutan , R BRI g

o '_dalam‘ e

P'lsal 6

Keputusan pencegahan berlaku untuk selama-lamanya l (satu) tahun;_
dltangguhk'm ataw: dlcabut atau: dtbenkan ijint. bepergtan keluar negerl Sesual
kepentmg'm penang'man perkaranyfl be1dasarkan permt‘ h 5'1tau petunjuk J aksa A
-atas permohonan instansi pemohon . atau; dapat dmlclum apabrlo telals
kekuatan h ukuni tetap dan telah melaksanakan Icewaﬂbannya '
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-= - % dengan ‘menyebutkan Nomor dan tanggal: Keputusan, terdah\ulu dan sudah d1ter1ma~oleh _
. .Jaksa Agung palmg lambat 30 (tlga puluh) hau sebelum masa. berlakuny‘ P usan:.

iy ;telsebut be1a]<hlr

)T

;Setlap berakhlrnya mam pencegahan sebagalmana dunaksud dalam qyat (l) sesual

: penccgahan untuk pahng lama 1 (satu) tahun _ .
" Setlap perrnohonan pencegahan sebaganmna d1maksud dalam ayat (2) dxajulcan dengan:.
+ .. menyebuitkan. Nomor dan tanggal: ‘Keputusan terdahulu yang masih. berlaku dan=311dah
© diteritha: oleh J aksa Agung sebelum keputusan te1sebut berakhlr

'--._j_._.,fKetentuan daiam ayat (3) tldak berlaku apablla keputusan _dlterbltk
-f-=.:-~';_-]aksaA angs LE , '

.;‘Tlnggl atas , naira Jaksa Agung dapat menerbltkan Keputus'm -Pencegahan; atau
“. . "Penangkalan dengan mcmperhatlkan ketentmn sebﬁg'umana diatir- dalam Pasal 5, 6 “ayat

e puluh empat) ‘jam - melaporlcan hal tersebut kepada Iaksa Agung untuk memperoleh
_"._-keputusan leblh lan]ut : IR R L

‘dengan kepentmgan penanganan - perkaranya- dap'lt d1terb1tkan lagl keputusan

an: atas:-petinta

| B’agian'l{edua |
Penangkalan
. s P‘lsa17
.-'Ketentuan mengenal permohonan penangkalan sebagaunana dlatur dalam pasa15
berhku pula bagi- permohonan penangkalan SR R
‘*I(eputusan penanglmhn berlal{u untuk: p‘ahng lama 2 (dua) tahun dan dapat

) '.dltangguhk'm atau dicabut, °

Setiap berakhlrnya nasa penangkalan sebagaunana dlrnaksud dalam '1yat_"(2) dapat al
'_dxte1b1tl<an lagi keputusan penangkalan untuk pahng lama 2 (dua) tahun o

-Setiap. permohonan penangkalan lagi sebagalmana dlmaksud dalam ayat (3) :dlajuk

Jaksa Agung

- S UBABIV- L
PENDELEGASIAN WEWENANG KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/WAKAJAT
* KEIAKSAANTINGGL'™ 7. %

: Pasal g :

Dalam hal yang sangat mendesak Kepah Kej aksaan nggx atau Wak11 Kepala Kej aksaan'

(1) -dan<7, ayat {2) Keputusan ini, Serta pahng jambat dalam’ waktu 2 (dua) kah 24 (dua
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BAB V
PENUTUP
Pasal 9

(1)  Alokasi waktu penyelesaian administrasi di Kejaksaan Agung RI Cq Jaksa Agung Muda
Intelijen paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat Permohonan Pencegahan
dan Penangkalan melalui bagian Tata Usaha Jaksa Agung Muda Intelijen di Kejaksaan
Agung RI. '

(2) Ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan akan diatur
lebih lanjut oleh Jaksa Agung Muda Intelijen.

Pasal 10

~ Dengan berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini, maka Keputusan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor : KEP-030/J.A/03/1994 tanggal 28 Maret 1994 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Agung untuk melakukan Pencegahan dan
Penaugkalan dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-
017/A/1.A/01/1996 tanggal 31 Januari 1996 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung
Republik Indonesia Nomor : KEP-030/J.A/03/1994 tanggal 28 Maret 1994 dinyatakan tidak
berlaku lagi. ;

Pasal 11

Peraturan Jaksa Agung RI ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan . Jakarta ,
Tanggal & 28 Januari 2010

JAKSA AGUNY REPUBLIK INDONESIA,

HENDARMAN SUPANDJI



